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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) terhadap tingkat transparansi
pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tomohon.
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPM
seperti waktu penyelesaian dokumen sebagian besar
telah dipenuhi, aspek transparansi masih
menghadapi berbagai tantangan. Informasi
mengenai prosedur dan persyaratan layanan belum
sepenuhnya mudah diakses dan dipahami oleh
masyarakat. Selain itu, masih ditemukan
keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi
dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pelayanan. Faktor-faktor seperti
kebijakan internal yang belum optimal, kurangnya
pelatihan komunikasi bagi pegawai, dan
keterbatasan infrastruktur digital turut memengaruhi
tingkat transparansi. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa peningkatan transparansi pelayanan publik
tidak dapat dicapai hanya dengan memenuhi standar
administratif, tetapi juga memerlukan penguatan
komunikasi, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi
aktif masyarakat. Rekomendasi diarahkan pada
pengembangan kebijakan internal yang mendukung
keterbukaan informasi serta peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan sistem pelayanan berbasis
digital
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PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang efektif dan inklusif. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia,
pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban birokrasi, tetapi juga sebagai bentuk
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konkret dari pemenuhan hak-hak warga negara (Jaja & Aditya, 2022; Lewis & Dong, 2025).
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai
kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan oleh penyedia layanan,
baik dari unsur pemerintah pusat, daerah, maupun badan publik lainnya. Definisi ini menekankan
pentingnya kesetaraan akses terhadap layanan publik yang adil, transparan, dan berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan
struktural dan kultural. Salah satu indikatornya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih berada di kisaran 60%.
Persentase tersebut mencerminkan adanya ketimpangan antara ekspektasi masyarakat dengan
realisasi layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Ketidakpuasan tersebut sering kali
disebabkan oleh lambannya proses birokrasi, ketidakjelasan prosedur, serta kurangnya
transparansi dalam pelaksanaan layanan (Lukman & Hakim, 2024; Suranto et al., 2021).

Dalam pelayanan administrasi dasar, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) sangat krusial. Instansi ini bertanggung jawab terhadap layanan yang menyangkut
dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga.
Dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat utama bagi warga negara untuk mengakses
berbagai layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Oleh
karena itu, efektivitas pelayanan Dukcapil secara langsung berkorelasi dengan kualitas hidup
masyarakat.

Kualitas pelayanan publik di lingkungan Dukcapil berperan vital dalam menunjang
berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelayanan yang tidak optimal akan
berdampak pada keterlambatan administrasi dan potensi marginalisasi kelompok rentan. Oleh
sebab itu, penting bagi Dukcapil untuk mengedepankan pelayanan yang berbasis pada standar
yang terukur, yaitu standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh regulasi
nasional (Lanin et al., 2023; Nguyen et al., 2024).

Evaluasi terhadap penerapan SPM menjadi langkah penting dalam memahami sejauh
mana layanan publik telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi
sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai bahan untuk merumuskan strategi peningkatan
kualitas layanan. Di Kota Tomohon, Dinas Dukcapil dituntut untuk melaksanakan SPM secara
konsisten dan tepat waktu, dengan tolok ukur seperti kecepatan layanan, kelengkapan informasi,
dan kepuasan masyarakat.

Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan dalam pelayanan publik adalah transparansi.
Transparansi berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun
kepercayaan. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kurangnya
informasi yang jelas mengenai prosedur dan biaya layanan di Dukcapil . Survei independen tahun
2022 menunjukkan bahwa hanya 45% masyarakat merasa mendapatkan informasi memadai
tentang layanan yang mereka butuhkan (Hartanti et al., 2022; Lewis et al., 2020).

Minimnya transparansi dalam pelayanan publik dapat menciptakan ruang untuk
ketidakpastian, potensi penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal
ini semakin kompleks ketika saluran informasi seperti situs web resmi, papan informasi, atau
layanan pengaduan tidak dioptimalkan dengan baik. Rendahnya kejelasan informasi
memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan berisiko
memperburuk tingkat kepercayaan terhadap lembaga penyedia layanan (Berenschot & Mulder,
2019; Turner et al., 2022).

Dalam konteks tersebut, penting dilakukan kajian yang mendalam terhadap implementasi
standar pelayanan minimal dan tingkat transparansi di Dinas Dukcapil Kota Tomohon. Kajian ini
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diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan
publik serta mengevaluasi efektivitas sistem informasi layanan yang berjalan. Dengan demikian,
akan terbuka ruang untuk pengembangan strategi yang lebih adaptif dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.

LANDASAN TEORI
Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan layanan yang adil dan setara. Pelayanan ini
mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta administrasi kependudukan, dan
menjadi instrumen penting dalam menjamin hak-hak warga negara. Dalam kerangka
pemerintahan daerah, pelayanan publik juga mencerminkan kualitas tata kelola birokrasi dan
komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat (Berenschot & Mulder, 2019; Lanin et al., 2023;
Lewis & Dong, 2025).

Karakteristik pelayanan publik bersifat non-profit, terbuka untuk semua warga, dan
menekankan akuntabilitas. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),
pelayanan ini berfokus pada penerbitan dokumen resmi seperti KTP dan akta kelahiran yang
berperan krusial dalam mengakses layanan lain. Keberhasilan pelayanan di sektor ini sangat
menentukan keterjangkauan masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Prinsip pelayanan publik yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, responsivitas,
dan partisipasi masyarakat. Implementasi prinsip ini mendorong instansi untuk lebih terbuka dan
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika informasi tersedia secara jelas dan instansi
bersikap responsif, maka kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik akan
meningkat secara signifikan (Mantiri, 2019; Salomo & Rahmayanti, 2023).
Permasalahan Pelayanan Publik

Pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala sistemik seperti
lambannya respons, kurangnya informasi yang tersedia, dan terbatasnya akses masyarakat ke unit
layanan. Pelayanan yang seharusnya sederhana sering kali menjadi rumit karena birokrasi yang
berlapis dan proses yang tidak efisien. Permasalahan ini menyebabkan masyarakat harus
mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya tambahan yang tidak seharusnya (Herd & Moynihan,
2025; Hidayah et al., 2024).

Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi sering memunculkan kebijakan yang
tumpang tindih. Minimnya komunikasi internal dan eksternal membuat banyak kebijakan tidak
sinkron, sehingga menghambat proses pelayanan. Ditambah lagi dengan budaya birokrasi yang
cenderung tertutup terhadap kritik, berbagai perbaikan sering tertunda karena kurangnya respons
terhadap masukan masyarakat (Donzelli, 2024; Stanica et al., 2022).

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah ketidakefisienan dalam persyaratan dan
alur pelayanan. Banyak prosedur yang tidak relevan namun tetap dipertahankan, sehingga
memperpanjang proses layanan. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi pelayanan publik
yang menyentuh tidak hanya struktur, tetapi juga perilaku birokrasi dalam memberikan layanan
kepada masyarakat (Wijaya & Ali, 2021; Zarychta et al., 2022).
Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berfungsi sebagai acuan kualitas dasar layanan publik
yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuannya adalah untuk
menjamin semua warga mendapatkan pelayanan dengan mutu tertentu, terutama dalam sektor
yang menyangkut hak dasar masyarakat. Penerapan SPM memungkinkan evaluasi kinerja
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layanan secara objektif dan berkelanjutan (Herd & Moynihan, 2025; Stanica et al., 2022).
Secara hukum, SPM memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik dan regulasi turunannya. Peraturan ini memberikan kerangka
kerja bagi pemerintah daerah dalam menetapkan dan menjalankan standar mutu pelayanan,
termasuk di dalamnya indikator waktu penyelesaian layanan dan kualitas pelayanan. Regulasi ini
juga memberikan legitimasi bagi upaya perbaikan pelayanan publik secara menyeluruh
(Karmsteen, 2025; Kuswandi et al., 2023).

Dalam praktiknya, indikator SPM seperti waktu layanan maksimal, kepastian biaya, dan
kepuasan masyarakat harus dipenuhi oleh instansi seperti Dukcapil. Evaluasi terhadap pencapaian
indikator ini penting untuk melihat efektivitas pelayanan dan mengetahui area yang memerlukan
perbaikan. Ketika SPM dijalankan secara konsisten, maka kualitas pelayanan publik akan
meningkat secara signifikan dan merata di seluruh wilayah.
Transparansi dalam Pelayanan Publik

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat
mengakses prosedur, biaya, dan hasil pelayanan secara jelas dan mudah. Dalam pelayanan publik,
transparansi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan meningkatkan akuntabilitas
penyelenggara layanan. Tanpa transparansi, ruang untuk penyimpangan dan ketidakadilan dalam
layanan akan semakin besar (Hidayah et al., 2024; Karmsteen, 2024).

Manfaat transparansi sangat terasa dalam meningkatkan kepercayaan publik dan
memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika masyarakat tahu apa yang harus mereka siapkan dan
apa yang mereka terima, maka potensi konflik dan ketidakpuasan dapat diminimalkan. Selain itu,
transparansi mendorong munculnya inovasi dalam penyampaian layanan, seperti melalui
digitalisasi informasi atau sistem antrean daring (Salomo & Rahmayanti, 2023; Zarychta et al.,
2022).

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat transparansi antara lain kebijakan yang
mendukung keterbukaan informasi, budaya organisasi yang partisipatif, dan peran serta
masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik atau pengawasan publik
menjadi salah satu pendorong utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih jujur,
efisien, dan berorientasi pada kepentingan umum (Kuswandi et al., 2023; Wijaya & Ali, 2021).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi standar

pelayanan minimal (SPM) terhadap transparansi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tomohon. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran
mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi SPM serta persepsi masyarakat terhadap
keterbukaan informasi dalam pelayanan. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran
kondisi aktual tanpa melakukan manipulasi variabel, sementara pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti memahami makna dari pengalaman para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam proses pelayanan public (Khadafi et al., 2024; Waddington et al., 2019).

Lokasi penelitian berpusat di kantor Dukcapil Kota Tomohon, yang dipilih berdasarkan
urgensinya sebagai penyedia layanan kependudukan yang vital bagi masyarakat. Penelitian
dilakukan selama Januari hingga Maret 2023 untuk menangkap dinamika pelaksanaan pelayanan
dalam kurun waktu kebijakan terbaru pemerintah daerah. Selama periode tersebut, peneliti
mengamati kegiatan pelayanan secara langsung, mewawancarai petugas pelayanan dan
masyarakat pengguna layanan, serta mencatat berbagai praktik yang berhubungan dengan standar
dan transparansi pelayanan (Bahasoan et al., 2019; Prabandari et al., 2022).
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Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi
mengenai pengalaman, persepsi, dan kepuasan masyarakat serta pandangan pegawai terhadap
implementasi SPM. Observasi digunakan untuk melihat langsung praktik pelayanan, mencatat
interaksi antara petugas dan pengguna layanan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
proses pelayanan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan internal,
kebijakan, dan survei kepuasan masyarakat yang tersedia sebagai data pendukung (M et al., 2025;
Pribadi et al., 2024).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis
dimulai dengan transkripsi hasil wawancara dan pencatatan hasil observasi, kemudian dilakukan
kategorisasi data berdasarkan tema-tema seperti efektivitas layanan, kualitas interaksi, akses
informasi, dan pelaksanaan standar. Pola-pola temuan dianalisis untuk mengidentifikasi
kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Peneliti juga mempertimbangkan konteks
sosial dan kebijakan yang memengaruhi kinerja pelayanan di Dukcapil Kota Tomohon (Hartanti
et al., 2022; Weckesser & Denny, 2022).

Penyajian hasil analisis disusun dalam bentuk naratif deskriptif yang sistematis,
dilengkapi dengan kutipan langsung dari responden dan temuan lapangan untuk memperkuat
interpretasi data. Narasi ini disusun untuk menunjukkan bagaimana SPM diterapkan dan sejauh
mana transparansi layanan tercermin dalam praktik sehari-hari. Dengan metodologi ini,
diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi pengembangan
kebijakan pelayanan publik yang lebih akuntabel, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat (Gaikwad & Herrera, 2021; O’Kane et al., 2021; Sevilla-Liu, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar Pelayanan Minimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tomohon memiliki
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin layanan yang cepat, tepat, dan akuntabel
kepada masyarakat. SPM ini mencakup batas waktu pelayanan maksimal, kualitas layanan, dan
aksesibilitas informasi. Sebagai contoh, pengurusan dokumen seperti KTP dan akta kelahiran
memiliki waktu pelayanan maksimal 14 hari kerja. Data Disdukcapil tahun 2022 menunjukkan
bahwa 85% pengurusan KTP selesai tepat waktu, namun masih terdapat 15% keterlambatan.

Evaluasi terhadap penerapan SPM menunjukkan kemajuan, namun terdapat sejumlah
tantangan yang harus diatasi. Survei menunjukkan 70% kepuasan masyarakat, namun ada
keluhan terkait kurangnya informasi prosedural. Informasi yang tersedia dianggap belum cukup
jelas atau mudah diakses, terutama bagi warga yang tidak familiar dengan teknologi. Antrean
panjang dan kurangnya keramahan petugas juga menjadi isu. Peningkatan kualitas SDM dan
penggunaan sistem antrean daring menjadi solusi potensial.

Disdukcapil perlu memperkuat komunikasi publik melalui media sosial, poster informatif,
dan kerja sama dengan kelurahan. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman
masyarakat dan mengurangi kebingungan dalam pengurusan dokumen. Partisipasi masyarakat
dalam evaluasi berkala juga penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan pengguna. Penyesuaian saluran komunikasi harus
mempertimbangkan kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat di daerah terpencil.

Efisiensi waktu pelayanan memiliki korelasi positif dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Oleh karena itu, pemetaan terhadap titik lambat dalam proses pelayanan, seperti verifikasi
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dokumen atau antrean di loket, perlu dilakukan. Penerapan sistem digital, seperti cloud-based
service dan scanning otomatis, dapat mempercepat proses tanpa mengorbankan akurasi. Pelatihan
teknologi bagi petugas juga menjadi bagian penting dalam upaya ini.

Peningkatan kecepatan layanan harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.
Variasi waktu tunggu di hari-hari sibuk dapat menurunkan kepuasan meskipun secara rata-rata
waktu pelayanan sudah sesuai SPM. Kepemimpinan yang kuat dan pengawasan berbasis data
dapat mendukung implementasi strategi berbasis bukti. Pelayanan publik yang optimal tidak
hanya cepat, tetapi juga ramah, informatif, dan akurat. Evaluasi berkala berbasis indikator kinerja
harian juga diperlukan.

Aspek lain yang memengaruhi keberhasilan penerapan SPM adalah kualitas interaksi
antara petugas dan masyarakat. Pelayanan yang cepat tetapi tidak disertai dengan sikap ramah
dan empatik dapat mengurangi pengalaman positif pengguna layanan. Oleh karena itu, pelatihan
pelayanan prima perlu menjadi bagian dari program pengembangan SDM di Disdukcapil.
Dengan pendekatan menyeluruh ini, SPM dapat benar-benar mencerminkan pelayanan yang
berkualitas.
Tingkat Transparansi dalam Pelayanan Publik

Transparansi pelayanan publik di Disdukcapil Kota Tomohon diukur melalui ketersediaan
informasi, kejelasan prosedur, dan aksesibilitas layanan. Meskipun informasi dasar tersedia di
papan pengumuman dan media cetak, masyarakat sering kali kesulitan memahami prosedur
layanan. Informasi dianggap terlalu teknis atau tidak cukup menarik perhatian. Hal ini
menunjukkan perlunya penyederhanaan bahasa dan penggunaan visual seperti diagram atau
ilustrasi.

Kejelasan prosedur juga menjadi kendala utama dalam pelayanan. Masyarakat
mengeluhkan ketidakkonsistenan prosedur, terutama saat terjadi perubahan kebijakan tanpa
sosialisasi yang cukup. Evaluasi rutin terhadap prosedur serta penyebaran informasi melalui
berbagai saluran, termasuk media sosial dan kelurahan, diperlukan agar masyarakat mendapatkan
informasi yang akurat dan terkini. Kejelasan informasi juga akan mempercepat proses pelayanan
karena masyarakat telah mengetahui apa yang perlu disiapkan.

Aksesibilitas layanan juga masih menjadi tantangan, terutama bagi warga di daerah
terpencil dan kelompok rentan. Layanan daring belum sepenuhnya menjangkau semua kalangan
karena keterbatasan akses internet dan literasi digital. Oleh karena itu, penguatan layanan keliling
dan pelatihan teknologi dasar bagi masyarakat sangat penting untuk menjamin inklusi layanan.
Dukungan perangkat keras seperti komputer di kantor kelurahan juga dapat memperluas
jangkauan digital.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan sangat dibutuhkan untuk peningkatan
transparansi. Saat ini, mekanisme pengaduan masih terbatas dan kurang dimanfaatkan.
Pengembangan aplikasi pengaduan, forum publik, dan sistem pelaporan yang mudah diakses
akan memperkuat dialog antara masyarakat dan penyelenggara layanan. Partisipasi aktif ini
menjadi indikator penting keberhasilan program keterbukaan informasi.

Disdukcapil perlu menetapkan indikator kinerja transparansi yang dapat dievaluasi secara
berkala. Misalnya, dengan mengukur tingkat pemahaman masyarakat melalui survei, memantau
jumlah pengaduan terkait informasi, dan meningkatkan penggunaan layanan digital. Transparansi
bukan sekadar menyediakan informasi, tetapi memastikan informasi tersebut bermanfaat dan
digunakan masyarakat. Proses ini membutuhkan pengawasan internal dan kolaborasi eksternal.

Langkah strategis yang dapat ditempuh adalah menjadikan transparansi sebagai bagian
dari budaya organisasi. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, integrasi nilai-nilai
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keterbukaan dalam SOP, dan pemberian insentif kepada petugas yang paling komunikatif. Ketika
transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga menjadi komitmen personal dan
kelembagaan, maka perubahan positif akan lebih mudah diwujudkan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Kebijakan internal merupakan fondasi utama dalam membangun transparansi pelayanan
publik. Ketika tidak ada pedoman jelas mengenai pengelolaan informasi, maka upaya
peningkatan transparansi menjadi sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, Disdukcapil perlu
menyusun pedoman standar pengelolaan informasi yang memuat mekanisme pembaruan
informasi, prosedur penyampaian, dan tanggung jawab unit kerja terkait.

Penguatan kebijakan internal harus disertai dengan sistem pengawasan yang efektif.
Pembentukan tim pengawas internal atau pemanfaatan sistem pengaduan dapat digunakan untuk
memantau pelaksanaan kebijakan transparansi. Evaluasi berkala dan sistem penghargaan serta
sanksi dapat meningkatkan akuntabilitas dan motivasi pegawai. Hal ini juga membangun budaya
organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab.

Kemitraan dengan perguruan tinggi atau lembaga independen juga penting untuk evaluasi
kebijakan secara obyektif. Evaluasi eksternal akan memberikan masukan yang tidak bias dan
membantu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Hasil evaluasi
juga dapat menjadi bahan penyusunan perbaikan berkelanjutan. Mekanisme audit eksternal ini
akan meningkatkan legitimasi publik terhadap kualitas kebijakan.

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam membangun transparansi. Namun,
partisipasi masih rendah karena metode yang digunakan belum sesuai preferensi masyarakat.
Perlu dikembangkan platform digital yang memudahkan masyarakat menyampaikan pendapat
dan mengakses layanan. Platform ini harus mudah diakses, informatif, dan interaktif. Upaya ini
akan memperluas partisipasi dan mempercepat penyebaran informasi.

Selain pendekatan digital, Disdukcapil juga harus memperkuat komunikasi langsung
dengan komunitas lokal melalui tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan kelompok warga.
Kombinasi pendekatan digital dan komunitas akan menjangkau lebih banyak segmen masyarakat
dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pelayanan publik. Upaya ini juga bisa membangun
kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan warga.

Faktor internal lain yang tak kalah penting adalah kompetensi komunikasi petugas
pelayanan. Pegawai yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik cenderung lebih mampu
menjelaskan prosedur secara jelas dan empatik. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi publik
perlu menjadi bagian dari pengembangan kapasitas pegawai di Disdukcapil untuk mendukung
keberhasilan transparansi layanan.
Teknologi Informasi dan Transparansi

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pelayanan
publik. Meskipun Disdukcapil Kota Tomohon memiliki website resmi, keterbatasan dalam hal
pembaruan informasi dan fitur interaktif menyebabkan tingkat kepuasan pengguna masih rendah.
Oleh karena itu, pembaruan sistem secara menyeluruh perlu dilakukan untuk menjadikan
platform digital lebih responsif dan informatif.

Pengembangan aplikasi mobile khusus dengan fitur pengecekan status dokumen,
pengajuan layanan daring, dan sistem pelaporan berbasis pelacakan dapat meningkatkan
kemudahan akses. Integrasi data dengan instansi lain juga diperlukan untuk mempercepat
pertukaran informasi dan meningkatkan akurasi pelayanan. Selain itu, fitur notifikasi otomatis
akan membantu pengguna mengikuti perkembangan layanan yang mereka ajukan.

Keamanan data harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem digital.
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Perlindungan data pribadi warga dengan enkripsi dan sertifikasi keamanan, serta pelatihan bagi
staf dalam pengelolaan data digital, menjadi langkah krusial dalam menjaga kepercayaan
masyarakat. Penanganan insiden keamanan juga harus memiliki prosedur yang jelas dan cepat.

Peningkatan kapasitas SDM juga harus sejalan dengan inovasi teknologi. Pelatihan
teknologi informasi dan komunikasi untuk pegawai serta sosialisasi penggunaan layanan digital
kepada masyarakat harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Ini penting agar semua pihak
dapat beradaptasi dengan sistem baru dan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses
digitalisasi.

Evaluasi berkala terhadap kinerja digital juga diperlukan melalui indikator seperti tingkat
akses harian, kecepatan respon pengaduan online, dan kepuasan pengguna. Dengan roadmap
transformasi digital yang jelas dan terukur, Disdukcapil Kota Tomohon dapat menjadi contoh
pelayanan publik yang modern, transparan, dan responsif. Keterlibatan pemangku kepentingan
lain seperti akademisi dan LSM juga dapat memperkuat proses evaluasi ini.

Ke depan, investasi jangka panjang dalam infrastruktur digital, kolaborasi lintas sektor,
dan penguatan regulasi teknologi informasi akan menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih
adaptif. Dengan pendekatan menyeluruh ini, Disdukcapil Kota Tomohon dapat mendorong
transformasi digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif dan pro-masyarakat.

KESIMPULAN
Evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tomohon menunjukkan adanya korelasi positif antara
efisiensi pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat kepuasan
masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menandakan adanya kemajuan
dalam implementasi SPM. Meskipun demikian, masih terdapat keluhan mengenai keterbatasan
informasi dan kurangnya kejelasan prosedur layanan, yang menunjukkan bahwa transparansi
masih menjadi tantangan penting.

Penerapan SPM belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan informasi yang mudah
diakses dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi pelayanan, terutama dalam hal kejelasan
prosedur, waktu, dan biaya, merupakan aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelayanan tidak
hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan terpercaya. Ketidakjelasan ini berpotensi menurunkan
kepercayaan masyarakat terhadap instansi penyedia layanan meskipun kinerja waktu pelayanan
sudah memenuhi standar.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan yang signifikan, terutama terkait
pentingnya penguatan regulasi dan sistem informasi pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu
menempatkan transparansi sebagai bagian inti dari reformasi birokrasi, tidak hanya sebagai
formalitas administratif. Dukungan teknologi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses
evaluasi perlu dimasukkan dalam kerangka kebijakan pelayanan publik yang adaptif dan
partisipatif.

Berdasarkan temuan ini, Dinas Dukcapil Kota Tomohon disarankan untuk melakukan
pelatihan komunikasi bagi petugas pelayanan serta mengembangkan sistem digital yang interaktif
dan informatif. Pelayanan publik yang transparan dan efisien dapat dicapai dengan penyediaan
platform digital yang mudah digunakan, serta sistem umpan balik yang memungkinkan
masyarakat terlibat dalam evaluasi mutu layanan secara langsung.

Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang
memengaruhi transparansi di sektor pelayanan administrasi, baik melalui pendekatan kualitatif
maupun studi komparatif antar daerah. Dengan begitu, upaya perbaikan pelayanan publik tidak
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hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan, berlandaskan bukti empiris yang
kuat serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
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